
a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan 
dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang 
memuat arahan program dan kegiatan selama 1 ( satu) 
Tahun; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, bahwa Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh 
rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah 
yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui 
Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan 
Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana 
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

WALi KOTA BANDUNG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PROVINS! JAWA BARAT 
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG 

NOMOR 53 TAHUN 2025 
TENT ANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 

WALi KOTA BANDUNG 

SALIN AN 

Mengingat 

Menimbang 



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota 
Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 7041); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan · Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
201 7 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2008 
ten tang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Bandung Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan 
Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 
5); 

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota 
Bandung Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Bandung Nomor 08); 
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Pasal 2 
(1) Menetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
W ali Kota ini. 

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana 
Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 
Anggaran 2026. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 
a. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjurnya 

disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan 
pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh 
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan 
mendorong partisipasi masyarakat; dan 

b. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan. 

PERATURAN WAL! KOTA TENTANG RENCANA KERJA 
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026. 

MEMUTUSKAN: 

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 
tetang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota 
Bandung Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Bandung Nomor 8); 

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota 
Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota 
Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung 
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 
3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 
3); 

10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 42 Tahun 2025 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2026 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2026 
Nomor 42); 
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Pasal 5 
Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan 
apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam 
tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian 
dengan perkembangan keadaan, meliputi: 
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi 
Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan 
kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih 
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk 
tahun berjalan. 

Pasal 4 
(1) Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 

dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran 
berjalan. 

(2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi 
terhadap hasil Renja Perangkat Daerah. 

(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ 
penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan 
tindakan perbaikan/penyempurnaan. 

(4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan 
Inovasi Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan 
hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan 
Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1). 

(5) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan 
supervrsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, 
kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan 
Inovasi Daerah kota menyampaikan rekomendasi dan 
langkah-langkah penyempumaan untuk 
ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah. 

(6) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah kota menjadi 
bahan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah 
untuk tahun berikutnya. 

(7) Kepala Perangkat Daerah kota menyampaikan laporan 
hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
kepada Wali Kota melalui kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah setiap 
triwulan dalam tahun anggaran berkenaan. 

Pasal 3 
Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 wajib memuat program, kegiatan, dan sub 
kegiatan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah 
yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. 
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BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 53 

ISKANDAR ZULKARNAIN 

ttd. 

Diundangkan di Bandung 
pada tanggal 14 November 2025 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 

MUHAMMAD FARHAN 

ttd. 

Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 14 November 2025 
WALI KOTA BANDUNG, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung. 

Pasal 6 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

AT DAERAH KOTA BANDUNG, 
~ 

MUHAMMAD FARHAN 

ttd. 

WALi KOTA BANDUNG, 

Demikian kami sampaikan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan 

Ujungberung Kota Bandung Tahun 2026, sehingga dapat memberikan 

informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang 

hendak diwujudkan. 

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Ujungberung Kota 

Bandung tahun 2026 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman 

Perencanaan Kinerja Tahunan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan misi 

guna dapat mewujudkan visi. 

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Ujungberung Kota Bandung tahun 

2026 ini merupakan komitmen Pemerintah Kecamatan Ujungberung Kota 

Bandung dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good 

governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang 

bersih ( clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

BABV 

PENUTUP 


